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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum mementingkan hak 

asasi manusia dan menjamin kesetaraan semua warga negara di mata hukum 

dan pemerintahan. Prinsip ini mengamanatkan kepada semua pihak untuk 

menghormati hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Oleh karena itu, 

Setiap warga negara diberikan perlakuan yang adil dan diperlakukan dengan 

posisi yang sama di bawah hukum untuk melindungi keselamatan, keamanan 

jiwa, serta kehormatan dan kepemilikan harta mereka. Tentu, Pasal 27 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen 

ke-4) mengikat Indonesia dalam prinsip Equality Before The Law. Ini 

menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di 

hadapan hukum, dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi 

manusia mereka. Prinsip ini menjamin bahwa tidak ada diskriminasi dalam 

perlakuan di mata hukum, serta menjamin perlindungan hak-hak dasar 

individu.1 

Olahraga dapat didefinisikan sebagai setiap aktivitas dan upaya yang dapat 

meningkatkan atau memperkuat potensi spiritual dan jasmani seseorang 

sebagai individu atau anggota masyarakat. Jenis upaya untuk meningkatkan 

kualitas manusia yang ditujukan untuk meningkatkan karakter, ketertiban, 

disiplin, dan 

                                                             
1 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm 28. 
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sikap sportif, serta peningkatan prestasi yang dapat memupuk rasa kebanggaan 

nasional.  

Prestasi olahraga tidak hanya mencapai tujuan akhir yang diinginkan oleh 

atlet atau tim berdasarkan target yang telah ditetapkan, tetapi juga tentang 

perjalanan yang menginspirasi, belajar dari kegagalan, dan memperkuat 

karakter serta semangat juang. Pasal 93 ayat 4 Undang-Undang Nomor 16 

mengatur standar pelayanan minimal keolahragaan untuk olahraga prestasi 

sebagaimana disebutkan pada ayat 1 (yang meliputi olahraga pendidikan, 

olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi). Standar ini mencakup persyaratan 

berikut : Pelatih olahraga; Klub atau perkumpulan; Pelatihan; Penataran; 

Prasarana dan sarana yang memenuhi standar; Kompetisi; Kejuaraan atau 

Pekan Olahraga; Sentra pembinaan; Ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga; 

Sistem informasi olahraga; Pendanaan; Penghargaan.2 

Faktor internal dan eksternal memiliki peran penting dalam menentukan 

prestasi seorang atlet. Sistem pembinaan dan sarana olahraga termasuk dalam 

faktor internal, sementara kondisi fisik atlet, pelatih, rutinitas latihan, teknik, 

dan kemampuan atlet termasuk dalam faktor eksternal. Seperti yang 

diamanatkan dalam Pasal 22 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 

tentang Keolahragaan, pembinaan olahraga prestasi memerlukan proses yang 

terencana, berjenjang, dan berkelanjutan. Dalam proses ini, dukungan ilmu 

pengetahuan dan teknologi keolahragaan menjadi faktor penting untuk 

mencapai tujuan tersebut.  

                                                             
2 Ita Setiyawati, “Fanatisme Pada Perguruan Cabang Olahraga Karate Ditinjau Dari 

Budaya dan Olahraga di Kabupaten Jepara”,  Jurnal Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, 

1(Edisi Khusus 2), 2020, hlm. 175. 
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Pengembangan prestasi olahraga sebaiknya dilakukan secara terstruktur, 

bertahap, dan berkesinambungan. Olahraga prestasi harus melalui proses 

pembinaan dan pengembangan yang terencana, bertahap, dan berkelanjutan 

dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan". Meraih 

prestasi maksimal dalam olahraga memerlukan waktu dan biaya yang 

signifikan. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk 

meraih prestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional. Proses ini 

dilakukan oleh organisasi cabang olahraga baik di tingkat pusat maupun 

daerah. Prestasi dapat dicapai dengan adanya beberapa elemen kunci, seperti 

identifikasi atlet berpotensi yang kemudian dilatih dan dibimbing oleh pelatih. 

Untuk memastikan fasilitas latihan yang memadai dan memenuhi kebutuhan 

kesejahteraan pelatih dan atlet, perhatian yang diberikan oleh pembina atau 

pengurus organisasi olahraga sangatlah penting. Kurangnya perhatian terhadap 

pengembangan atlet berbakat, khususnya di tingkat daerah, dapat berdampak 

negatif pada kemajuan olahraga di wilayah tersebut. Keberhasilan dalam 

meraih prestasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aspek fisik, teknis, 

taktis, dan mental. 

Pencak silat adalah jenis olahraga kontak fisik, di mana kekuatan mental 

sangat berpengaruh terhadap hasil pertandingan. Ketika bertanding, atlet harus 

mampu memusatkan perhatian pada lawan, mendengarkan instruksi pelatih, 

dan mengelola gangguan dari luar arena yang dapat mengganggu konsentrasi 

mereka.3 

                                                             
3 Girindra Kusuma Wardani, “Pembinaan Prestasi Atlet Pencak Silat Dewasa di 

Kabupaten Klaten” , Jurnal Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Vol 6, No.2, 2017, hlm. 4. 
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Dalam konteks keolahragaan di Indonesia, peran hukum masih belum 

sepenuhnya optimal. Hingga saat ini, regulasi di bidang keolahragaan 

Indonesia masih cenderung bersifat parsial atau belum mencakup semua aspek 

keolahragaan nasional secara menyeluruh. Selain itu, regulasi tersebut belum 

mencerminkan tatanan hukum yang terstruktur dengan baik dalam bidang 

keolahragaan. 

Olahraga nasional masih tidak memuaskan di tingkat global. Secara 

keseluruhan, Indonesia belum berprestasi dalam kompetisi internasional. 

Mungkin karena kesejahteraan atlet Indonesia yang belum terjamin 

sepenuhnya. Sebaliknya, prestasi atlet sangat dipengaruhi oleh dukungan 

pemerintah. Kesejahteraan atlet nasional membutuhkan peningkatan dukungan 

pemerintah.4 

Banyak atlet nasional yang tidak menerima kompensasi atas prestasinya, 

terutama setelah atlet pensiun dan tidak terlibat lagi dalam olahraga. 

Akibatnya, banyak atlet yang berprestasi menjadi pengangguran. Perjuangan 

para atlet  tinggal angin lalu. Sebagai contoh, Karni adalah seorang atlet yang 

berpartisipasi dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) dan SEA Games pada 

tahun 1997, serta Kejuaraan Dayung Internasional di Hong Kong, menerima 

tiga medali emas dan satu perak. Sekarang dia hanya menjadi tukang sapu. 

Ada pula nama Marina Sagedi, seorang atlet cabang olahraga Pencak Silat asal 

                                                             
4 Krjogja, Olahraga dan Kesejahteraan Atlet, 

https://www.krjogja.com/opini/1242642119/olahraga-dan-kesejahteraan-atlet diakses pada tanggal 

2 Oktober 2023 jam 20.40 WIB. 
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Indonesia, juara di SEA Games 1987 yang sekarang menjadi Sopir Taksi 

Online (Grab).5 

Atlet yang fokus pada jenis olahraga tertentu sering kali harus 

mengorbankan banyak waktu, tenaga, sumber daya, bahkan jarak dari 

keluarga mereka demi meningkatkan citra Indonesia di tingkat internasional. 

Selain itu, jika pemerintah tidak mensejahterakan atlet sampai mereka 

bertanding di ajang Olimpiade, motivasi atlet nasional secara tidak langsung 

akan terpengaruh. Kepercayaan diri meningkat karena dukungan penuh 

pemerintah terhadap atlet nasional. Selama menjadi atlet, Anda menerima 

berbagai fasilitas, termasuk tunjangan hidup dan persiapan, dan seharusnya 

juga diberikan jika Anda sudah tidak lagi menjadi atlet. Harapannya adalah 

bahwa saat mempersiapkan diri untuk pensiun dari karier sebagai atlet dan 

berkompetisi, mereka dapat melakukannya dengan ketenangan dan kesiapan 

yang cukup. 

Bukan hanya di kancah nasional dan internasional, permasalahan 

kesejahteraan juga dialami oleh beberapa atlet Pencak Silat di Kabupaten 

Musi Banyuasin. Hal tersebut dialami oleh Fransiska Sandra Dewi, peraih 

medali emas pada event PON Papua Tahun 2021. Fransiska sering 

membagikan cerita melalui instagram pribadi miliknya jika gaji PELATDA 

seringkali lama cair dan kerap dirapel. Selain itu, Fransiska juga sempat 

menganggur karena kesulitan mencari pekerjaan. Selain Fransiska, ada juga 

                                                             
5 Liputan6, Nasib Atlet Usai Pensiun, Terpaksa Jual Medali hingga jadi Tukang Sapu, 

https://www.liputan6.com/amp/4019536/nasib-atlet-usai-pensiun-terpaksa-jual-medali-hingga-

jadi-tukang-sapu diakses pada tanggal 02 Oktober 2023 jam 19.00 WIB. 

 

https://www.liputan6.com/amp/4019536/nasib-atlet-usai-pensiun-terpaksa-jual-medali-hingga-jadi-tukang-sapu
https://www.liputan6.com/amp/4019536/nasib-atlet-usai-pensiun-terpaksa-jual-medali-hingga-jadi-tukang-sapu
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Alvin Masaiz peraih medali perunggu di event PON Papua Tahun 2021, yang 

saat ini menganggur setelah menyelesaikan studi S-1 nya karena tidak adanya 

jaminan pekerjaan bagi atlet berprestasi di Kabupaten Musi Banyuasin.   

Hal ini dapat dirasakan oleh para atlet Pencak Silat di Kabupaten Musi 

Banyuasin maupun di Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah lokal kurang 

memberikan perhatian kepada banyak atlet Pencak Silat, terutama dalam hal 

pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana 

olahraga, dan pembiayaan untuk olahraga sebelum dan setelah pensiun. 

Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur tentang Keolahragaan 

yang mencakup aspek kesejahteraan atlet, namun masih banyak atlet yang 

belum memperoleh kesejahteraan yang memadai. Maka, penulis bermaksud 

untuk mendalami situasi ini secara lebih rinci sebagai fokus penelitian dalam 

skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Atlet Cabang Olahraga 

Pencak Silat Atas Kesejahteraan Menurut Undang – Undang Nomor 11 

Tahun 2022 tentang Keolahragaan di Kabupaten Musi Banyuasin”. 

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggung jawab Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Musi 

Banyuasin terhadap kesejahteraan atlet cabang olahraga Pencak Silat di 

Kabupaten Musi Banyuasin? 

2. Apakah kesejahteraan atlet cabang olahraga Pencak Silat di Kabupaten 

Musi Banyuasin telah terlaksana sesuai Undang-Undang Keolahragaan? 
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C. Tujuan 

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis tanggung jawab Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) 

Musi Banyuasin terhadap kesejahteraan atlet cabang olahraga Pencak 

Silat di Kabupaten Musi Banyuasin. 

2. Untuk menganalisis kepastian hukum Undang-Undang Keolahragaan 

terhadap kesejahteraan atlet cabang olahraga Pencak Silat di Kabupaten 

Musi Banyuasin. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap akan ada manfaat dan kegunaan dari penelitian ini. Berikut 

adalah beberapa manfaat yang diharapkan : 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, terutama dalam 

meningkatkan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan atlet cabang 

olahraga Pencak Silat di Kabupaten Musi Banyuasin, dengan merujuk pada 

Undang-undang No.11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Mahasiswa 

Bagi mahasiswa, temuan penelitian ini dapat berguna sebagai syarat 

bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH). Selain 
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itu, temuan ini dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran dan 

referensi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 

b. Penulis 

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

penting bagi penulis dalam memperluas wawasan dan meningkatkan 

pemahaman dalam bidang Hak Asasi Manusia serta perlindungan 

hukum terhadap kesejahteraan atlet Pencak Silat di Kabupaten Musi 

Banyuasin. 

c. Atlet 

1. Membantu atlet Pencak Silat Kabupaten Musi Banyuasin 

mendapatkan hak mereka. 

2. Perlindungan hukum untuk kesejahteraan atlet Pencak Silat di 

Kabupaten Musi Banyuasin. 

d. IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) 

Bagi IPSI, manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai 

bahan pertimbangan lebih lanjut untuk menerapkan dan menegakkan 

kebijakan yang membantu atlet dalam perwujudan perlindungan 

hukum atas kesejahteraan sehingga para Atlet dapat menerima hak-

hak mereka. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap kesejahteraan 

atlet di Cabang Olahraga Pencak Silat Kabupaten Musi Banyuasin baik di 
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masa produktif maupun non produktif berdasarkan Undang-Undang No.11 

Tahun 2022 tentang Keolahragaan. 

 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan hal yang dibutuhkan atau sebuah landasan 

untuk melakukan analisis terhadap suatu penelitian. Teori dibutuhkan dalam 

sebuah penelitian sebagai pisau untuk menjelaskan serta mengendalikan data 

untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam sebuah penelitian.6 Dalam konteks 

ilmiah kerangka teori biasanya mencakup tinjauan literatur tentang suatu topik 

tertentu. Hal ini membuat kerangka teori berfungsi sebagai kerangka 

pemikiran yang membantu gagasan, konsep, dan variabel yang terakit dengan 

topik penelitian. 

1. Teori Tanggung Jawab Hukum 

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab 

hukum menyatakan bahwa: “Seseorang bertanggung jawab secara hukum 

atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab 

hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi 

dalam hal tindakan yang melanggar.7 Lebih lanjut, Hans Kelsen 

menyatakan bahwa kegagalan untuk memenuhi kewajiban kehati-hatian 

yang dituntut oleh hukum disebut negligence (kelalaian); dan negligence 

biasanya dipandang sebagai satu bentuk lain dari kesalahan (culpa), 

                                                             
6 Rifai Abubakar, Pengantar Metode Penelitian, Bandung: Suka Press, 2021, hlm. 31. 
7 Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of Law 

and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu 

Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81. 



10 

 

 
 

meskipun tidak seberat kesalahan yang disengaja karena pengharapan dan 

keinginan, baik dengan atau tanpa niat jahat, untuk hasil yang merugikan. 8 

Hans Kelsen selanjutnya membagi tanggung jawab ke dalam beberapa 

kategori :9 

1. Tanggung jawab individu mengacu pada kewajiban seseorang untuk 

bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri; 

2. Pertanggungjawaban kolektif mengacu pada situasi di mana seorang 

individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan 

oleh orang lain atau sekelompok individu; 

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa 

seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang 

dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan 

menimbulkan kerugian; 

4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu 

bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak 

sengaja dan tidak diperkirakan. 

 Dalam kamus hukum, tanggung jawab dapat diistilahkan sebagai 

liability dan responsibility. Istilah liability merujuk pada 

pertanggungjawaban hukum, yaitu kewajiban untuk menanggung akibat 

kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Sedangkan istilah 

responsibility merujuk pada pertanggungjawaban politik.10 Teori 

tanggung jawab lebih fokus pada konsep tanggung jawab yang timbul 

                                                             
8 Ibid,  hlm. 83. 
9 Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum 

Murni,  Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140. 
10 HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 

337. 
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dari peraturan-perundangan, sehingga diinterpretasikan sebagai 

kewajiban hukum atau liability, 11 Sebagai sebuah konsep yang terhubung 

dengan tanggung jawab hukum seseorang atas tindakan tertentu, yang 

berarti bahwa individu tersebut mungkin menerima sanksi jika 

tindakannya melanggar hukum. 

 Dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, tanggung jawab 

melekat pada jabatan yang juga telah dilengkapi dengan kewenangan. 

Dalam perspektif hukum publik, keberadaan kewenangan tersebutlah 

yang menimbulkan tanggung jawab, sesuai dengan prinsip umum: "tidak 

ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban”.12 

 Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam 

perbuatan melanggar hukum (tort liability) dapat dibagi menjadi 

beberapa teori, antara lain:13 

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

dengan sengaja (intentional tort liability), di mana tergugat harus 

melakukan perbuatan yang dapat merugikan penggugat dengan 

sengaja atau mengetahui bahwa tindakannya akan menyebabkan 

kerugian. 

b. Tanggung jawab karena perbuatan yang melanggar hukum karena 

kelalaian (negligence tort liability) didasarkan pada konsep kesalahan 

yang terkait dengan moral dan hukum yang telah tercampur. 

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa 

                                                             
11 Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi 

Mandatory, Raja Grafindo Pers, Jakarta, hlm. 54. 
12 Ibid hlm. 352 
13 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2010, hlm. 336 
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mempertimbangkan kesalahan (strict liability), tergantung pada 

perbuatan yang dilakukan, baik secara disengaja maupun tidak. 

2. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian adalah keadaan yang pasti atau ketetapan yang jelas. 

Hukum pada dasarnya haruslah pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman 

perilaku yang jelas, dan adil karena pedoman perilaku tersebut harus 

mendukung suatu tatanan yang dianggap wajar. Hanya dengan bersifat adil 

dan diterapkan dengan pasti, hukum dapat memenuhi fungsinya. Kepastian 

hukum merupakan masalah yang dapat dijawab secara normatif, bukan 

dari sudut pandang sosiologis.14 

Menurut Kelsen, hukum adalah sistem norma. Norma adalah 

pernyataan yang menekankan apa yang seharusnya dilakukan (das sollen), 

dengan memberikan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. 

Norma-norma ini merupakan hasil dari tindakan manusia yang disengaja. 

Undang-undang yang mengandung aturan-aturan umum menjadi panduan 

bagi individu dalam bertindak di masyarakat, baik dalam interaksi dengan 

individu lain maupun dengan masyarakat secara keseluruhan. Aturan-

aturan ini menjadi batasan bagi perilaku masyarakat dalam memberikan 

sanksi atau melakukan tindakan terhadap individu. Kehadiran dan 

implementasi aturan ini menciptakan kepastian hukum.15  

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan 

dibuat dan diundangkan secara tegas, mengatur dengan jelas dan logis. 

Ketegasan dalam arti tidak menimbulkan keraguan atau tafsiran ganda 

                                                             
14 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, 

Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59 
15  Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158 
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(multi tafsir) dan logis. Jelas dalam arti bahwa peraturan tersebut menjadi 

bagian dari sistem norma yang saling terhubung, sehingga tidak ada 

benturan atau konflik antar norma. Kepastian hukum merujuk pada 

penerapan hukum yang jelas, konsisten, dan konsekuen, yang tidak 

dipengaruhi oleh faktor subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya 

tuntutan moral, tetapi secara faktual merupakan karakteristik dari hukum 

itu sendiri. Hukum yang tidak jelas dan tidak adil bukan hanya buruk 

secara moral, tetapi juga dalam konteks hukum.16  

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua aspek. Pertama, 

keberadaan aturan yang bersifat umum memungkinkan individu untuk 

mengetahui perbuatan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. 

Kedua, kepastian hukum juga berarti memberikan perlindungan hukum 

bagi individu dari sewenang-wenang pemerintah. Dengan adanya aturan 

yang bersifat umum, individu dapat mengetahui batasan-batasan apa saja 

yang dapat dikenakan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka..17 

Ajaran kepastian hukum berasal dari aliran Yuridis-Dogmatik yang 

didasarkan pada pemikiran positivistis dalam dunia hukum. Aliran ini 

cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, 

karena bagi penganutnya, hukum hanyalah sekumpulan aturan. Tujuan 

utama hukum bagi penganut aliran ini adalah untuk menjamin kepastian 

hukum. Kepastian hukum dicapai melalui pembuatan aturan hukum yang 

bersifat umum. Fokus pada sifat umum dari aturan-aturan hukum 

                                                             
16 Christine S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah 

Hukum, Jakarta, 2009, hlm. 385. 
17 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 1999, hlm.23. 
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menunjukkan bahwa menurut pandangan ini, hukum tidak bertujuan untuk 

mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan hanya untuk 

menegakkan kepastian.18  

Kepastian hukum tidak hanya menjamin keberadaan hukum, tetapi 

juga keadilan. Norma-norma yang mempromosikan keadilan harus efektif 

sebagai peraturan yang dihormati. Menurut Gustav Radbruch, keadilan 

dan kepastian hukum adalah elemen yang tetap dalam hukum. Ia 

berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, 

dengan menjaga kepastian hukum demi keamanan dan ketertiban suatu 

negara. Akhirnya, hukum positif harus selalu dihormati. Berdasarkan teori 

kepastian hukum, nilai-nilai yang ingin dicapai adalah keadilan dan 

kebahagiaan.19 

3. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, teori 

perlindungan hukum berasal dari aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori 

oleh tokoh seperti Plato, Aristoteles (seorang murid Plato), dan Zeno 

(pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam, hukum berasal dari 

Tuhan yang bersifat universal dan abadi, dan hubungan antara hukum dan 

moral tidak dapat dipisahkan. Para penganut aliran ini percaya bahwa 

hukum dan moral adalah cerminan aturan internal dan eksternal kehidupan 

manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.20  

                                                             
18 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit 

Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83 
19 Ibid, hlm. 95. 
20 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53. 
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Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond yang 

menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan 

mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam 

menghadapi kompleksitas kepentingan yang ada, perlindungan terhadap 

satu kepentingan sering kali memerlukan pembatasan terhadap 

kepentingan lainnya. Kepentingan utama hukum adalah untuk 

memperhatikan hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki 

wewenang tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu 

diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum dimulai dengan adanya 

ketentuan hukum dan segala peraturan yang diberlakukan oleh 

masyarakat, yang pada intinya adalah kesepakatan bersama untuk 

mengatur perilaku antara anggota masyarakat serta antara individu dengan 

pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.21 

G. Metode Penelitian 

Metode merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian 

karena tanpa metode penelitian, peneliti tidak akan mampu menemukan, 

merumuskan, menganalisis maupun menyelesaikan masalah dalam 

mengungkapkan kebenaran. Metode penelitian diartikan sebagai proses 

prinsip-prinsip dan tata cara pemecahan masalah yang dihadapi dalam 

melakukan penelitian22. Metode penelitian dalam penulisan skrispsi ini adalah 

sebagai berikut : 

 

 

                                                             
21 Ibid, hlm.54. 
22 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 6 
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1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini adalah penelitian 

hukum normatif. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai 

suatu sistem norma. Sistem norma ini mencakup asas-asas, norma, kaidah 

dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta 

doktrin atau ajaran yang relevan.23 Penelitian hukum ini mengkaji kaidah 

atau peraturan hukum sebagai sebuah struktur sistem yang terkait dengan 

suatu peristiwa hukum. Penelitian normatif ini juga didukung data 

lapangan berupa hasil wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan 

topik penelitian ini. 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus  (case 

approach). 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan Perundang-Undangan yaitu pendekatan yang dilakukan 

dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-

undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang 

diteliti. 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap 

kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah 

                                                             
23 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Yogyakarta : Pustaka Pelajar,  2017,  hlm. 33. 
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menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap.24 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder merujuk pada data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak 

langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik itu dalam bentuk 

lisan maupun tulisan. Contohnya mencakup buku-buku, teks, jurnal, 

majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan 

sebagainya.25 Penelitian ini menggunakan tiga sumber bahan hukum, di 

antaranya : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat 

dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan hakim, serta 

produk hukum internasional yang berkaitan dengan objek penelitian. 

Berikut adalah bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian 

ini : 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM 

c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan  

d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 

Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional 

 

 

                                                             
24 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara 

Media, 2021, hlm 30. 
25 Ibid, hlm. 119. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan tentang bahan hukum 

primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya dari 

kalangan hukum, dan sebagainya. Contohnya mencakup buku hukum, 

jurnal hukum, artikel, sumber internet, dan sumber lainnya yang 

terkait dengan penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk 

atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Mereka 

dikenal juga sebagai bahan acuan atau rujukan dalam bidang hukum. 

Contoh-contoh bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, abstrak 

perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, 

ensiklopedia hukum, majalah hukum, dan sebagainya.26 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum untuk penelitian yang menyangkut 

perlindungan hukum terhadap kesejahteraan atlet cabang olahraga Pencak 

Silat di Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Undang-Undang 

Keolahragaan dapat melibatkan beberapa metode, sebagai berikut: 

1) Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan bahan hukum 

primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan penelitian ini. Proses 

penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, 

meneliti, serta mendengarkan informasi melalui media internet. 

                                                             
26 Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum,  

Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022,  hlm. 13. 
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Pendekatan ini melibatkan pemahaman dan penerimaan terhadap 

peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur lain yang 

berhubungan dengan topik penelitian. 27 

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data sekunder yang 

sangat berguna dalam penelitian hukum. Dalam studi kepustakaan, 

peneliti melakukan pencarian dan analisis terhadap berbagai bahan 

pustaka yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. 

2) Wawancara 

Wawancara adalah percakapan yang berlangsung secara sistematis dan 

terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara 

dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai 

untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan responden yang 

relevan seperti atlet dan Ketua IPSI yang terlibat dalam perlindungan 

hukum atas kesejahteraan atlet Pencak Silat di Kabupaten Musi 

Banyuasin. 

5.  Teknik Pengolahan Bahan 

Setelah data-data yang diperlukan sudah tergali dan terkumpul, maka 

langkah selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik-teknik 

sebagai berikut: 

a. Editing (Pemeriksaan Data)  

                                                             
27 Muhaimin,  Metode Penelitian Hukum, Mataram : Mataram University Press, 2020, 

hlm. 65. 
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Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari 

kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasanmakna,kesesuaian 

dan relevansinya dengan data yang lain.28  

b. Classifying (Klasifikasi)  

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang 

berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan 

dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang 

didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian 

digolongkan sesuai kebutuhan.29 Langkah-langkah ini diambil untuk 

memastikan bahwa data yang diperoleh dapat disajikan dengan cara 

yang jelas dan mudah dipahami, serta memberikan informasi yang 

objektif yang dibutuhkan oleh peneliti. Setelah itu, data-data tersebut 

diorganisir ke dalam kategori-kategori yang serupa berdasarkan hasil 

wawancara, observasi, dan dokumen yang telah diperoleh. 

c. Verifying (Verifikasi)  

Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap data dan informasi yang 

telah dikumpulkan dari lapangan, sehingga dapat memastikan validitas 

data tersebut dan kemudian dapat digunakan dalam penelitian.30 

d. Concluding (Kesimpulan)  

Tahap terakhir dalam proses pengolahan data adalah pembuatan 

kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan hasil dari tahap-tahap 

                                                             
28 Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005, 

hlm. 85. 
29 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

1993, hlm. 104-105. 
30 Nana Sudjana dan Awal Kusumah, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, Bandung: 

Sinar Baru Argasindo, 2002, hlm. 84. 
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sebelumnya dalam proses pengolahan data, yaitu editing, classifying, 

dan verifying. Kesimpulan ini akan menjadi data yang terkait dengan 

objek penelitian peneliti.. 

6. Analisis Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini, teknik analisis bahan hukum menggunakan 

metode analisis preskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan 

argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Melalui 

analisis preskriptif, peneliti memberikan preskripsi atau penilaian 

mengenai kebenaran atau kesalahan, serta apa yang seharusnya dilakukan 

menurut hukum, termasuk norma hukum, asas dan prinsip hukum, serta 

doktrin atau teori hukum, terhadap fakta atau peristiwa hukum yang 

diteliti.31 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan   

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini merujuk pada tahap akhir 

dari penyusunan penelitian, yang mengikuti panduan penelitian yang telah 

ditetapkan. Semua informasi hukum yang telah dikumpulkan dipilah dan 

diproses sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Kemudian, 

informasi ini diselidiki dan dianalisis secara mendalam berdasarkan isu-isu 

hukum yang sedang dihadapi. Hasil dari analisis ini digunakan untuk 

membuat kesimpulan. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan 

adalah induktif, yaitu mengambil kesimpulan umum dari kasus yang lebih 

khusus, yang sering dihadapi dalam konteks permasalahan hukum.32

                                                             
31 Ibid., hlm. 71. 
32 M. Syamsudin, Operasional Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007,  

hlm. 123.  
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